BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya KPU
Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada
Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 peneliti menyimpulkan bahwa dari
tahun 2013 ke 2018 terdapat peningkatan sebesar 6,2% atau terdapat peningkatan
sebesar 1,24% pertahun, Sedangkan dari tahun 2018 ke 2019 terdapat peningkatan
sebesar 12.22% hanya dalam waktu 10 bulan saja (Pilkada Serentak Juli 2018 dan
Pemilu Serentak di bulan April 2019). Hal ini merupakan peningkatan yang
signifikan.

Dengan demikian upaya yang telah dilakukan secara sungguh-sungguh
oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik
masyarakat melalui dua kegiataan utama yaitu Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu
telah berhasil. Keberhasilan ini berdampak pada meningkatnya legitimasi politik
dari pemenang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 dan semakin
memperkuat dasar-dasar kekuasaan dan demokrasi di Indoensia sebagaimana

dikemukakan oleh teori legitimasi Max Weber.

B. Saran
1. KPU Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi
pemilu sampai ketingkat desa secara merata, agar seluruh masyarakat bisa

merasakan dan mengetahui secara langsung informasi tentang pemilu.



2. KPU dalam meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pemula harus
melakukan ke lebih banyak perguruan tinggi. Di Sumatera Selatan ada 100
perguruan tinggi akan teta pi KPU hanya melaksanakan sosialisasi kepada
6 perguruan tinggi yaitu Universitas [IGM Palembang, STISIPOL
Candradimuka, Taman Siswa Palembang, UIN Raden Fatah Palembang,
Universitas Sriwijaya Indralaya, Universitas Bina Darma, Universitas
Muhammadiyah, Universitas Sriwijaya Palembang.

3. Untuk kedepannya mengenai sosialisasi KPU bukan hanya sekedar
wacana yang tertulis, KPU harus menindaklanjuti mengenai Implementasi.
Terutama untuk Penyandang Disabilitas dan pemilih lanjut usia yang harus
mempunyai TPS khusus dan fasilitas.

4. KPU bekerjasama dengan media massa serta kelompok masyarakat sipil
perlu terus mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan

diri dan melaporkan jika terjadi kesalahan pendataan pemilih.
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